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ABSTRAK

Dalam upaya membangun ekonomi yang
berkelanjutan, peran kebijakan moneter memiliki
signifikansi yang tak dapat diabaikan, terutama
dalam konteks ekonomi syariah. Penelitian ini
bertujuan untuk memberikan wawasan tentang
bagaimana kebijakan moneter ~mempengaruhi
pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui sudut
pandang ekonomi syariah. Dengan pendekatan
penelitian kualitatif, kami menganalisis berbagai
sumber seperti jurnal, literatur ilmiah, dan referensi
terkait untuk mengeksplorasi beragam pandangan
serta temuan dari para ahli ekonomi dan praktisi di
bidang ini. Hasil analisis ini memberikan
pemahaman  mendalam  mengenai  berbagai
instrumen  kebijakan = moneter yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Selain itu, kami juga mengkaji
implikasi kebijakan tersebut terhadap stabilitas
harga, investasi, dan pertumbuhan jangka panjang,
dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip
ekonomi syariah. Sebagai kesimpulan, kebijakan
moneter yang diselaraskan dengan prinsip ekonomi
syariah dapat berperan sebagai salah satu
pendorong utama dalam mencapai pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini tentunya perlu
memperhatikan aspek-aspek vital seperti
pemerataan pendapatan, pelestarian lingkungan,
dan kesejahteraan sosial.

PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen terpenting dalam
mengatur perekonomian suatu negara. Peran utamanya adalah mengelola
suplai uang, suku bunga, dan aktivitas perbankan. Bank sentral merancang
kebijakan ini dengan berbagai tujuan, antara lain untuk mengendalikan tingkat
inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menjaga stabilitas sistem
keuangan. Salah satu aspek yang paling diperhatikan dalam kebijakan moneter

DO prefik:xxxxxxxxxxx
ISSN-E: XXXX-XXXX

63

https:/ /journal.yapakama.com/index.php/JAMED


mailto:fikarasidah@gmail.com

JAMED (Fika Rasidah)

adalah pengaruhnya terhadap suku bunga, yang pada gilirannya berimbas
langsung pada keputusan investasi, konsumsi, dan tabungan masyarakat.
Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, kebijakan moneter memanfaatkan
berbagai instrumen. Di antara instrumen tersebut, perubahan biaya pinjaman
acuan menjadi salah satu yang paling utama, memungkinkan bank nasional
untuk mengelola pergerakan arus keuangan secara efektif. Menurunkan suku
bunga dapat mendorong peningkatan pinjaman dan investasi, karena biaya
pinjaman yang lebih rendah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, ketika suku bunga dinaikkan, hal ini dapat membantu
mengendalikan inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran dan melambatkan
pertumbuhan ekonomi, sehingga mencegah terjadinya overheating.

Salah satu alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur suku
bunga jangka pendek dan likuiditas pasar adalah operasi pasar terbuka, di
mana bank sentral melakukan pembelian atau penjualan sekuritas pemerintah.
Selain itu, penetapan giro wajib minimum bagi bank-bank komersial juga
berfungsi untuk mempengaruhi likuiditas pasar dan ketersediaan kredit.
Dalam konteks ini, kebijakan moneter memiliki peran krusial dalam mencapai
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seimbang, dan berjangka panjang.
Dalam konteks ekonomi syariah, penting bagi kebijakan moneter untuk tidak
hanya menimbang faktor-faktor ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan
nilai-nilai etika, distribusi pendapatan, pelestarian lingkungan, dan
kesejahteraan sosial.

Ketika membahas pentingnya kebijakan moneter yang bijaksana, sangat
relevan untuk memperhatikan kemampuannya dalam memengaruhi distribusi
pendapatan. Kebijakan yang terlalu menguntungkan segelintir pihak dapat
memperlebar kesenjangan pendapatan, sehingga menghambat upaya menuju
pembangunan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, pendekatan yang tepat
dalam kebijakan moneter dapat mendorong distribusi pendapatan yang lebih
merata, yang menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap
pelestarian lingkungan. Kebijakan yang mengabaikan aspek lingkungan dapat
menyebabkan  kerusakan ekosistem, yang pada gilirannya dapat
membahayakan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka
panjang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kebijakan moneter untuk
mempertimbangkan aspek lingkungan secara komprehensif, agar pertumbuhan
ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dan seimbang secara ekologis.

TINJAUAN PUSTAKA
Teori Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merujuk pada rangkaian tindakan yang diambil oleh
otoritas moneter, yaitu bank sentral, untuk mengatur jumlah uang yang
beredar serta tingkat suku bunga dalam suatu perekonomian. Tujuan utama
dari kebijakan ini adalah mencapai stabilitas ekonomi, yang mencakup
pengendalian inflasi, pendorongan pertumbuhan ekonomi, dan pemeliharaan
keseimbangan neraca pembayaran.
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Dalam konteks pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, kebijakan
moneter memiliki peranan krusial dalam menciptakan kondisi makroekonomi
yang stabil. Stabilitas ini sangat diperlukan untuk mendukung investasi jangka
panjang, yang merupakan pondasi penting bagi pembangunan ekonomi yang
ramah lingkungan dan inklusif. Selain itu, pendekatan ini juga melibatkan
upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan, sehingga masyarakat dapat
mengakses layanan keuangan dengan lebih luas.

Teori Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Teori pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya
memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan
generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Prinsip utama dari
teori ini terletak pada tiga pilar utama: ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1. Ekonomi: Memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan inklusif
agar semua lapisan masyarakat dapat mengambil manfaat dari
kemajuan tersebut.

2. Sosial: Mengurangi kesenjangan sosial dengan cara meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

3. Lingkungan: Melestarikan sumber daya alam wuntuk kepentingan
generasi mendatang, sehingga ekosistem tetap terjaga.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan ekonomi berkelanjutan juga
mencakup dimensi spiritual dan etika. Hal ini meliputi keadilan distributif,
penghapusan riba, serta pengelolaan sumber daya yang berlandaskan pada
prinsip maslahah, yaitu kemaslahatan bersama.

Teori Ekonomi Syariah
Ekonomi syariah merupakan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan
prinsip-prinsip Islam, yang secara tegas melarang praktik riba, gharar
(ketidakpastian), dan aktivitas ekonomi yang diharamkan. Beberapa prinsip
utama dalam ekonomi syariah meliputi:
1. Penyaluran kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah.
2. Mencapai harmoni antara kebutuhan material dan spiritual.
3. Setiap kegiatan ekonomi seharusnya memberikan manfaat bagi
masyarakat secara keseluruhan.
Dalam ranah kebijakan moneter, ekonomi syariah mendorong penggunaan
instrumen keuangan yang berlandaskan kemitraan, seperti mudharabah dan
musyarakah, serta melarang penerapan bunga sebagai mekanisme kebijakan
moneter. Di samping itu, bank sentral syariah memiliki peran vital dalam
menciptakan stabilitas moneter yang mendukung pembangunan ekonomi
berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk
mendalami peran kebijakan moneter dalam mencapai pembangunan ekonomi
yang berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah. Melalui
pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis yang komprehensif terhadap
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berbagai aspek yang relevan dengan topik yang diangkat. Sumber data utama
penelitian ini diperoleh melalui analisis literatur, mencakup referensi dari
berbagai jurnal, buku, dan studi kasus yang berkaitan dengan pokok
permasalahan. Data tersebut dikumpulkan melalui tinjauan literatur
sebelumnya serta masukan dari para ahli di bidang kebijakan moneter dan
ekonomi syariah. Setelah pengumpulan data, tahapan selanjutnya adalah
verifikasi untuk memastikan akurasi dan validitas informasi. Proses verifikasi
ini merujuk pada akreditasi jurnal atau indeks jurnal yang terakreditasi, guna
memastikan kredibilitas data yang digunakan. Dengan menggunakan metode
ini, penelitian bertujuan untuk meraih pemahaman mendalam mengenai peran
kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama
dari sudut pandang ekonomi syariah.

HASIL PENELITIAN
1. Prinsip Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah ditandai oleh sejumlah prinsip fundamental yang

membedakannya dari sistem ekonomi konvensional. Di antara prinsip-

prinsip tersebut adalah:

a. Larangan Riba: Dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan dilarang
untuk mengenakan bunga. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil menjadi
metode utama dalam operasional finansial.

b. Keadilan Ekonomi: Kebijakan moneter seharusnya berfokus pada
distribusi kekayaan yang adil serta berupaya mengurangi kesenjangan
ekonomi yang ada.

c. Investasi di Sektor Riil: Ekonomi syariah memprioritaskan investasi
dalam kegiatan ekonomi yang memberikan dampak nyata, seperti
pertanian, manufaktur, dan energi terbarukan.

d. Etika dan Keberlanjutan: Setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan
pada nilai-nilai moral serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan
lingkungan.

2. Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan

Berkelanjutan

Dari sudut pandang ekonomi syariah, kebijakan moneter memiliki peran

strategis yang krusial dalam mendukung pembangunan yang

berkelanjutan, yaitu:

a. Pengelolaan Stabilitas Inflasi: Dalam kerangka ekonomi syariah,
menjaga stabilitas harga merupakan salah satu tujuan utama kebijakan
moneter. Pengendalian inflasi dilakukan dengan cara menghindari
kelebihan likuiditas tanpa harus bergantung pada suku bunga. Sebagai
contoh, pengaturan jumlah uang yang beredar dapat dilaksanakan
melalui instrumen syariah seperti sukuk atau wakaf produktif.

b. Pemberdayaan Sektor Riil: Ekonomi syariah mendorong investasi di
sektor riil yang tidak hanya produktif tetapi juga memberikan
kontribusi langsung dalam penciptaan lapangan kerja dan
pengentasan kemiskinan. Instrumen seperti pembiayaan murabahah,
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mudharabah, dan musyarakah digunakan untuk merangsang
aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.

c. Inklusi Keuangan: Kebijakan moneter syariah berupaya mendukung
inklusi keuangan dengan memperluas akses bagi masyarakat,
terutama bagi kelompok rentan, terhadap layanan keuangan. Melalui
zakat, infaq, sedekah, dan wakaf, ekonomi syariah menawarkan
mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi
kesenjangan sosial.

d. Pendanaan Proyek Berkelanjutan: Instrumen keuangan syariah,
seperti sukuk hijau (green sukuk), dapat dimanfaatkan untuk
membiayai berbagai proyek yang berkelanjutan, termasuk
pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pengembangan
energi terbarukan, serta upaya pelestarian lingkungan hidup.

3. Tantangan kebijakan moneter syariah dalam mendukung pembangunan
berkelanjutan

a. Kurangnya Literasi Keuangan Syariah: Mayoritas masyarakat dan
pelaku ekonomi masih belum sepenuhnya memahami prinsip-
prinsip dasar keuangan syariah.

b. Keterbatasan Infrastruktur Keuangan: Sistem keuangan syariah
memerlukan pengembangan infrastruktur yang lebih baik agar
kebijakan moneter dapat dijalankan secara efektif.

c. Peraturan dan Kebijakan yang Belum Terintegrasi: Harmonisasi
antara kebijakan moneter konvensional dan syariah masih menjadi
tantangan yang signifikan di banyak negara.

4. Solusi menghadapi tantangan tersebut
a. Meningkatkan edukasi dan literasi di bidang keuangan syariah agar
masyarakat lebih memahami konsep dan praktiknya.
b. Mengembangkan teknologi keuangan (fintech) yang berbasis syariah
untuk memperluas akses dan meningkatkan efisiensi.
c. Mendorong kolaborasi antara otoritas keuangan, akademisi, dan
sektor industri untuk merumuskan regulasi yang mendukung
integrasi kebijakan moneter syariah.

PEMBAHASAN
Pentingnya Pemahaman Mengenai Kebijakan Moneter

Pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moneter memiliki peranan
yang krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut,
serta dalam mendorong partisipasi publik dalam pengambilan keputusan
ekonomi (Pudjiomo dan Sahrah, 2019). Ketika masyarakat memiliki
pengetahuan yang baik tentang kebijakan moneter, mereka akan lebih mampu
mengenali dan memahami dampak kebijakan tersebut terhadap kondisi
ekonomi pribadi mereka maupun ekonomi secara keseluruhan. Penulisan
konten yang baik memainkan peran penting dalam meningkatkan kejelasan
dan menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens yang ditargetkan
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(Hidayatu Rohmah dan Taufiqur Rahman, 2023). Ketika masyarakat
memahami bagaimana kebijakan moneter —seperti penyesuaian suku bunga
dan upaya pengendalian inflasi—dapat berdampak pada harga, tingkat
pengangguran, dan akses terhadap kredit, mereka akan lebih siap untuk
merespons perubahan tersebut dengan tepat dalam hal pengeluaran, investasi,
maupun perencanaan keuangan jangka panjang. Pemahaman yang mendalam
tentang kebijakan moneter juga memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk lebih aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi
(Anggraeni dkk. , 2017). Dengan memiliki pengetahuan yang memadai,
masyarakat mampu memberikan masukan dan kritik yang konstruktif
terhadap kebijakan yang diusulkan atau diterapkan oleh otoritas moneter. Oleh
karena itu, pemahaman yang baik tentang kebijakan moneter dapat
meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta respons lembaga-lembaga
kebijakan terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Anantyasari dkk. ,
2024).

Pemahaman tentang kebijakan moneter memainkan peran penting
dalam membantu masyarakat mempertimbangkan risiko dan peluang dalam
pengambilan keputusan ekonomi mereka. Dengan pemahaman yang
mendalam tentang bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi kondisi
ekonomi, individu dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan
terinformasi terkait tabungan, investasi, dan konsumsi. Selain itu, mereka juga
mampu mengelola risiko dengan lebih baik, terutama risiko yang berkaitan
dengan fluktuasi suku bunga dan perubahan di pasar. Pentingnya pemahaman
masyarakat mengenai kebijakan moneter juga tercermin pada stabilitas dan
kepercayaan dalam sistem keuangan secara keseluruhan (Ningsih dan
Diwantara, t. t. ). Ketika masyarakat merasa terhubung dan memahami
kebijakan moneter yang diterapkan, mereka cenderung memiliki kepercayaan
lebih terhadap stabilitas sistem keuangan dan bank sentral. Hal ini, pada
gilirannya, dapat mengurangi ketidakpastian dan volatilitas pasar,
menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan.

Peran Kebijakan Moneter dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi
Berkelanjutan

Peran kebijakan moneter dalam mendukung pembangunan ekonomi
berkelanjutan, khususnya dalam konteks ekonomi syariah, memiliki implikasi
yang sangat signifikan dan kompleks. Kebijakan moneter, yang mencakup
pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan manajemen likuiditas,
memainkan peran kunci dalam mengarahkan arah pertumbuhan ekonomi
suatu negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indah Aminah Putri dkk
pada tahun 2022, diungkapkan bahwa strategi terkait uang berperan penting
dalam meningkatkan kondisi keuangan dalam konteks survei Islam. Penelitian
ini menunjukkan bahwa pengaturan uang berfungsi sebagai sarana bagi bank
nasional di suatu negara untuk memantau berbagai faktor yang mempengaruhi
keuangan. Proses pengaturan tersebut berfokus pada pengendalian berbagai
komponen moneter di negara tersebut, termasuk biaya pinjaman serta nilai
mata uangnya. Stabilitas nilai mata uang merupakan suatu tujuan penting,
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terlepas dari pengaruh faktor internal maupun eksternal. Untuk mencapai hal
ini, berbagai sasaran harus diindahkan, seperti menciptakan pemerataan yang
ideal, memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi tingkat
pengangguran, mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata, serta
memastikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Semua tujuan ini
merupakan langkah penting yang harus dicapai agar suatu negara dapat
menjelajahi masa depannya dengan sukses (Latifah, 2015). Dalam penelitian
yang dilakukan oleh Milla Naeruz pada tahun 2021 tentang perkembangan
perbankan syariah dalam mendukung UMKM melalui kebijakan moneter,
dijelaskan bahwa kebijakan moneter merujuk pada rangkaian strategi yang
diambil oleh bank sentral, seperti Bank Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk menjaga dan mencapai stabilitas nilai mata uang yang dapat
dipertukarkan. Upaya ini dilakukan dengan langkah-langkah seperti mengatur
volume uang yang beredar dan menetapkan tingkat suku bunga. Kebijakan
tersebut bertujuan untuk menyesuaikan jumlah uang yang beredar atau
mengubah suku bunga yang berlaku, demi memastikan stabilitas
perekonomian.

Meskipun prospek neraca transaksi berjalan pada kuartal pertama tahun
2024 menunjukkan sedikit penurunan akibat menyempitnya surplus
perdagangan barang, laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia dalam Tinjauan
Kebijakan Moneter Maret 2024 mengungkapkan bahwa neraca pembayaran
Indonesia (NPI) tetap dalam kondisi menggembirakan dan berkontribusi positif
terhadap ketahanan eksternal. Surplus neraca perdagangan turun dari USD 2,0
miliar pada Februari 2023 menjadi USD 0,9 miliar pada Februari 2024. Kendati
demikian, arus masuk modal asing tetap bertahan dengan arus masuk bersih
mencapai USD 1,4 miliar per 18 Februari 2024, meskipun terdapat sedikit
kenaikan pada bulan Maret 2024 karena meningkatnya kerentanan dalam
sektor keuangan global. Pada akhir Februari 2024, posisi cadangan devisa
Indonesia tetap kokoh, mencapai USD 144,0 miliar, melebihi standar
internasional yang setara dengan tiga bulan impor. Secara keseluruhan, neraca
pembayaran diperkirakan akan tetap positif sepanjang tahun 2024, dengan
defisit transaksi berjalan diproyeksikan kurang dari 1%, yaitu sekitar 0,9% dari
PDB. Aliran masuk modal asing yang didorong oleh persepsi positif investor
terhadap prospek ekonomi nasional serta imbal hasil investasi yang menarik
diperkirakan akan mendukung neraca transaksi modal dan finansial dalam
jangka pendek.

Dalam ekonomi syariah, kebijakan moneter harus mencerminkan
prinsip-prinsip syariah yang menolak riba dan mempromosikan distribusi
pendapatan yang lebih adil. Kebijakan moneter berperan penting dalam
menciptakan lingkungan makro ekonomi yang stabil, yang sangat diperlukan
untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Yupita dkk. , 2023). Dengan
memanfaatkan instrumen seperti pengaturan suku bunga dan pengendalian
inflasi, kebijakan moneter membantu menjaga kestabilan harga, sehingga
pelaku ekonomi dapat merencanakan investasi jangka panjang dengan lebih
baik. Dalam konteks ekonomi syariah, kestabilan harga sangat penting untuk
memastikan bahwa prinsip-prinsip etika syariah, seperti keadilan dan
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kestabilan, tetap terjaga selama proses pembangunan ekonomi. Selain itu,
kebijakan moneter juga memengaruhi distribusi pendapatan di dalam
masyarakat. Ketika suku bunga meningkat secara signifikan, hal ini dapat
menghambat akses modal bagi sektor-sektor ekonomi yang lebih rentan, seperti
Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta sektor informal (Ardila Sari dkk.).

Sebaliknya, kebijakan moneter yang lebih longgar dapat berperan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan mempermudah
akses terhadap kredit bagi pelaku usaha kecil serta masyarakat berpenghasilan
rendah. Dalam konteks ekonomi syariah, peran kebijakan moneter dalam
distribusi pendapatan menjadi semakin krusial, mengingat prinsip-prinsip
keadilan dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya perhatian terhadap
kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan ekonomi (Naeruz, dkk).
Selain itu, kebijakan moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap
investasi yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Dengan memberikan
insentif keuangan yang sesuai, seperti suku bunga yang lebih rendah untuk
investasi ramah lingkungan atau berbasis syariah, kebijakan moneter dapat
mendorong pengembangan sektor-sektor ekonomi yang berkontribusi pada
pembangunan berkelanjutan (Solechah dan Sugito, 2023).

Dalam konteks ekonomi syariah, penting untuk mempertimbangkan
prinsip-prinsip lingkungan yang terkandung dalam konsep "halal" dan "haram"
saat merumuskan kebijakan moneter yang mendukung pembangunan ekonomi
berkelanjutan. Dengan cara ini, peran kebijakan moneter dalam memfasilitasi
pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama dalam kerangka ekonomi
syariah, melampaui hanya menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi.
Kebijakan moneter yang bijaksana dan berlandaskan pada prinsip-prinsip
ekonomi syariah dapat menjadi elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan
pembangunan berkelanjutan secara keseluruhan (Madubun dkk. , 2023).

Integrasi Kebijakan Moneter dan Pengaruhnya terhadap Pembangunan
Berkelanjutan

Integrasi  kebijakan moneter merupakan suatu wupaya untuk
menyelaraskan kebijakan tersebut dengan agenda pembangunan berkelanjutan,
dengan tujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan
berkelanjutan. Dalam proses ini, kebijakan moneter tidak hanya berfokus pada
menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, tetapi juga memperhatikan
dampaknya terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas
(Agidah dkk. , 2022). Dampak utama dari integrasi kebijakan moneter terletak
pada upaya mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan
menerapkan kebijakan moneter yang tepat, pemerintah dapat merangsang
investasi yang mendukung inisiatif berkelanjutan, seperti proyek energi
terbarukan, infrastruktur ramah lingkungan, serta sektor-sektor ekonomi lain
yang mendukung keberlanjutan. Melalui penyesuaian instrumen kebijakan
moneter, seperti suku bunga, pemerintah dapat menciptakan iklim yang
kondusif bagi investasi di bidang ini. Dengan cara ini, pertumbuhan ekonomi
yang dihasilkan tidak hanya cepat, tetapi juga selaras dengan prinsip
keberlanjutan lingkungan (Jumario dan Marianus, 2023).

70



Jurnal Akuntansi, Manajemen,
dan Ilmu Pendidikan (JAMED)
Vol.1, No.1, Januari, 2025

Integrasi kebijakan moneter memiliki dampak signifikan terhadap
distribusi  pendapatan @ dan  pengurangan  kemiskinan. = Dengan
mempertimbangkan efek distribusi dari kebijakan moneter misalnya, akses
terhadap kredit dan suku bunga pemerintah dapat memastikan bahwa
pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif dan merata. Hal ini
berkontribusi pada pengurangan kesenjangan pendapatan dan peningkatan
kesejahteraan sosial secara keseluruhan (Dayu dkk.,t.t.). Dalam konteks
ekonomi syariah, integrasi kebijakan moneter juga memastikan bahwa prinsip-
prinsip keadilan ekonomi syariah diperhatikan dalam distribusi pendapatan.
Selain itu, integrasi kebijakan moneter dapat mempengaruhi keberlanjutan
lingkungan. Dengan menyesuaikan kebijakan moneter untuk memberikan
insentif pada investasi yang ramah lingkungan, pemerintah dapat
mempercepat transisi menuju ekonomi yang lebih hijau dan berkelanjutan.
Langkah-langkah ini termasuk mengurangi subsidi untuk energi fosil,
memberikan insentif pajak untuk teknologi hijau, dan tindakan lain yang
mendorong inovasi serta investasi dalam perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Untuk memahami peran kebijakan moneter dalam konteks
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam kerangka ekonomi
syariah, penting untuk melakukan tinjauan terhadap aspek-aspek ekonomi
syariah. Analisis yang mendalam mengungkapkan bahwa kebijakan moneter
tidak hanya berfokus pada menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi.
Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang mendukung
pertumbuhan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kebijakan
moneter memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas
makroekonomi, yang merupakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Melalui penggunaan instrumen seperti pengaturan suku bunga
dan langkah-langkah pengendalian inflasi, kebijakan moneter berupaya
menjaga kestabilan harga. Aspek ini sangat krusial dalam konteks ekonomi
syariah, karena dapat memastikan keadilan dan stabilitas dalam proses
pembangunan ekonomi.

Kebijakan moneter berperan penting dalam memengaruhi distribusi
pendapatan dan upaya pengentasan kemiskinan. Melalui penyesuaian suku
bunga dan berbagai kebijakan lainnya, kebijakan moneter dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dengan meningkatkan akses kredit
bagi sektor-sektor yang rentan, seperti Usaha Kecil dan Menengah (UMKM),
terutama dalam konteks ekonomi syariah. Langkah ini sejalan dengan prinsip
keadilan ekonomi syariah yang menekankan pengurangan kesenjangan
ekonomi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Selain itu, kebijakan
moneter juga memiliki dampak signifikan terhadap investasi berkelanjutan dan
pelestarian lingkungan. Dengan menetapkan insentif keuangan yang tepat,
seperti suku bunga rendah untuk investasi yang bersifat ramah lingkungan
atau berbasis syariah, kebijakan moneter dapat mendorong perkembangan
sektor-sektor ekonomi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini
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mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan
perhatian terhadap aspek lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini dapat mengarah kepada eksplorasi mendalam mengenai
efektivitas instrumen kebijakan moneter yang berlandaskan syariah dalam
mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu aspek
penting yang perlu diteliti adalah bagaimana instrumen seperti sukuk negara,
zakat, wakaf, dan qardhul hasan dapat berfungsi sebagai alat stabilisasi
ekonomi sekaligus pendorong pembangunan inklusif. Di samping itu, kajian ini
juga dapat mengevaluasi peran lembaga keuangan syariah—seperti bank
syariah dan koperasi syariah—dalam meningkatkan inklusi keuangan di
kalangan masyarakat berpendapatan rendah, dengan harapan mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Lebih jauh lagi, penelitian ini bisa
menggali potensi sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter yang berbasis
syariah untuk mengatasi tantangan global, seperti ketimpangan ekonomi,
perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan mengadopsi
pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian diharapkan dapat memberikan
rekomendasi strategis kepada pemerintah dan otoritas moneter dalam
merancang kebijakan yang selaras dengan prinsip-prinsip maqashid syariah,
yang menekankan pada kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan keberlanjutan
lingkungan. Hasil dari penelitian ini akan memiliki relevansi tidak hanya bagi
negara-negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga dapat menjadi acuan
global untuk mengintegrasikan nilai-nilai etis ke dalam kebijakan ekonomi.

Apabila diperlukan, penelitian ini dapat dilengkapi dengan studi kasus
dari negara-negara yang telah berhasil menerapkan kebijakan moneter syariah
dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, seperti Indonesia, Malaysia, atau
beberapa negara di Timur Tengah. Melalui pendekatan multidimensional ini,
diharapkan penelitian dapat memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah
sekaligus memberikan kontribusi praktis dalam mengatasi tantangan global
demi mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
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